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Anggota KPU Mengajukan UU Pemilu ke MK

Jakarta, 2 April 2019 — Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pertama terhadap pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) dengan agenda Pemeriksaan
Pendahuluan pada Selasa (2/04) pukul 14.00 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor
26/PUU-XVI1/2019 ini diajukan oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru, Victor F. Sjair dan Ketua
KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Johanna Joice Julita Lololuan. Norma yang diujikan para
Pemohon adalah Pasal 10 ayat (1) huruf b, Lampiran | UU Pemilu mengenai rincian tabel jumlah

anggota KPU Provinsi, dan Pasal 567 ayat (1).

e Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Pemilu
“Jumlah Anggota KPU Provinsi sebanyak lima (5) orang atau tujuh (7) orang”
e Pasal 657 ayat (1) UU Pemilu
“Masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu

Kabupaten/Kota yang terpilih sebelum berlakunya Undang-Undang ini adalah tetap 5 (lima) tahun.”

Para Pemohon mengungkapkan dengan jumlah anggota KPU di Provinsi Maluku berjumlah 5 (lima)
orang dan wilayah administrasi Pemerintahan yang terdiri dari pulau-pulau akan menjadi faktor
penghambat dalam penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon meminta jumlah
wilayah kepulauan juga dimasukkan ke dalam kriteria penetapan jumlah anggota KPU Provinsi.
Selain itu, Pemohon juga mengutarakan dengan berakhirnya masa jabatan Pemohon pada 28 Maret
2019 dan banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan untuk melaksanakan Pemilu

pada 17 April 2019, maka berpotensi menimbulkan permasalahan dalam proses transisi jabatan.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon dalam Petitumnya meminta Mahkamah menyatakan Pasal
10 ayat (1) huruf b frasa “lima (5) orang atau tujuh (7) orang” bertentangan dengan UUD sepanjang
tidak dimaknai 7 (tujuh) orang dan menyatakan Pasal 567 ayat (1) bertentangan dengan UUD
sepanjang dimaknai 5 (lima) tahun. (MHM)
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